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WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

. bahwa dengan ditetapkannya Petunjuk Teknis Danaa.

Alokasi Khusus (DAK) pada bidang Perumahan dan
Pemukiman Sub Bidang Rumah Swadaya, Penyesuaian
terhadap Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan
Dana Desa, serta adanya usulan pergeseran anggaran
dari Perangkat Daerah serta untuk memenuhi maksud
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011, perlu merubah Keempat atas Lampiran
Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 39 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran
2019;

. bahwa berdasarkan pertimbangan _sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Padang Panjang tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 39

Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun

Anggaran 2019.
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. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang1.

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 962);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang2.

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang3.

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang4.

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara’ Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang5.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang6.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);



10.

11.

12.

13.

14.
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 201sia Nomor 6263);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia T8 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indone ahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4577);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129

Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141

Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi

Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);

7.

8.

9.
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15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 701);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 02/PRT/M/2019 tentang Petunjuk
Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat;
Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8

Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang
Panjang Tahun 2008 Nomor8 Seri E.2);
Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang
Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri B.1);
Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5

Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun

Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Padang
Panjang Tahun 2018 Nomor 5);

8
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22. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 39 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun

Anggaran 2019 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Padang
Panjang Nomor 35 Tahun 2019;

: Surat Edaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 01/SE/Dr/2019 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang
Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR
39 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG
PANJANG TAHUN ANGGARAN 2019.

PASAL I

Merubah atas Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan

Lampiran IV Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 39

Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019

sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 35 Tahun 2019,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota
ini.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada _tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam

Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal au Jom 2019

}WALIKOTA PADANGpawn.

DLY AM AN¢

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 24 ov 2019

SEKRETARIS DAER OTA PADANG PANJANG

|sonny
BUDAYS PUTRAY

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR 40


